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WALIKOTA SURABAYA 
 

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR        TAHUN  2009 

  
T E N T A N G 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  

NOMOR  7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN 
 

 
WALIKOTA SURABAYA,  

 
 
Menimbang :  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, maka   perlu 
menetapkan Instruksi Walikota tentang  Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. 

 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa  Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2611); 

 
3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2918); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3833); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4247); 

.. 
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8.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
10.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4444); 

 
11.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4725); 

 
12.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

 
13.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 

 
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

 
15.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 

 
16.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655); 

 
17.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

 
18.  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 

tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

 
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 
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20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

 
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 

tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

 
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 
 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

 
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 
 

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun  2004 Nomor 2/E); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Izin Perencana Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/C); 

 
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 
Nomor 1/E); 

 
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E); 

 
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2006 Nomor 12); 

 
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3); 

 
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 

 
33.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 
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MENGINSTRUKSIKAN : 
 
Kepada  :   Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 
 

Untuk 
KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Bangunan. 
   
KEDUA      :  Melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Bangunan.  

 
KETIGA            :  Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.   
 
 KEEMPAT       :  Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, agar segera:  
 

a.  menyiapkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Walikota 
dan Keputusan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kota Surabaya, yang meliputi : 

 
       1.  rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang 

pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), 
Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (5), Pasal 17 ayat (1)., Pasal 
19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 
ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27    
ayat (4), Pasal 40, Pasal 51 ayat (4), Pasal  54 ayat (4), 
Pasal 59 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (3), 
Pasal 65 ayat (4), Pasal 67 ayat (3), Pasal 72 ayat (3) dan 
Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 
2009; 

 
        2. rancangan Keputusan Walikota yang merupakan 

pelaksanaan ketentuan  Pasal 70 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009;     

 
 b.  melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai keperluan. 
 
KELIMA   : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada 

Walikota Surabaya. 
 
KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal    
 
 
   WALIKOTA SURABAYA, 
 
 
 
 

   BAMBANG DWI HARTONO 
Tembusan  : 
Yth.  1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya; 
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
                    Keuangan Kota Surabaya. 
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